BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : (8o /305 / TAHuN o2l

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA PENILAIAN KABUPATEN PEDULI
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah
Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan dalam
rangka memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten
untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi
Manusia maka perlu dilakukan penilaian terhadap
struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten dalam melaksanakan
penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan
dan pemajuan Hak Asasi Manusia;

bahwa penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf
a didasarkan pada terpenuhinya Kkriteria daerah
Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia, untuk itu perlu
melaporkan data penilaian dan dilengkapi dengan
dokumen pendukung penilaian kriteria Kabupaten
Peduli Hak Asasi Manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
membentuk Tim Pelaporan Data Penilaian Kabupaten
Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);




Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

S. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah
Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelaporan Data Penilaian Kabupaten
Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.




KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
adalah:

a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data
penilaian kriteria daerah kabupaten peduli HAM
beserta dokumen pendukungnya;

b. melaporkan data penilaian kriteria kabupaten peduli
HAM beserta dokumen pendukungnya di masing-
masing Perangkat Daerah kepada Ketua Tim; dan

c. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil
kegiatan kepada Bupati.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab
kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2021.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal T JanuarT 2ol

BUPATI SUKOHARJO,

\4___“

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan 1ni dikirimkan
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

3. Tim yang bersangkutan.




